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Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);



Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.755.439.944.012,00 (satu triliun tujuh 
ratus lima puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus
empat puluh empat ribu dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp 1.742.147.986.318,00
2. Belanja Daerah Rp 1.755.439.944.012,00

Defisit Rp 13.291.957.694,00
3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 13.291.957.694,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp 13.291.957.694,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
angka 1, bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 248.739.733.318,00
b. Pendapatan Transfer Rp 1.493.408.253.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
bersumber dari:
a. Pajak Daerah Rp 78.851.514.318,00
b. Retribusi Daerah Rp 58.194.735.650,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan
Rp 3.000.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 108.693.483.350,00
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud 
bersumber dari:

dalam Pasal 3 huruf b,

a. Transfer Pemerintah Pusat Rp 1.414.381.247.000,00
b. Transfer An tar Daerah Rp 79.027.006.000,00

Pasal 5

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
angka 2, terdiri atas:
a. Belanja Operasi Rp 1.315.610.212.699,00
b. Belanja Modal Rp 154.618.812.321,00
c. Belanja Tidak Terduga Rp 6.000.000.000,00
d. Belanja Transfer Rp 279.210.918.992,00



Pasal6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiriatas:
a. Belanja Pegawai Rp 786.051.295.547,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 499.256.249.797,00
c. Belanja Hibah Rp 29.622.267.355,00
d. Belanja Bantuan Sosial Rp 680.400.000,00
Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri
atas:
a. Belanja Modal Tanah Rp 3.812.060.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 25.745.497.254,70
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 32.706.913.128,36
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 89.578.323.320,94
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 2.645.518.617,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp 130.500.000,00
Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu
sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri 
atas:
a. Belanja Bagi Hasil Rp 10.178.520.692,00
t>. Belanja Bantuan Keuangan Rp 269.032.398.300,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, 
direncanakan sebesar Rp 13.291.957.694,00 (tiga belas miliar dua ratus 
sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus 
sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau 
tidak cukup tersedia anggarannya sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran bexjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia 
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali 
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian 
luar biasa.

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau 
kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia 
anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan 
terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

(7) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok 
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan serta Hasil dan 
Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan 
Rancangan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 
RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD;
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas 
Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 
Tahun Anggaran 2025;
Daftar Piutang Daerah Kabupaten Pacitan;
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 
lainnya;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years))
Daftar Dana Cadangan; dan 
Daftar Pinjaman Daerah.

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI
12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

14. Lampiran XIV
15. Lampiran XV
16. Lampiran XVI

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 23 - 12 - 2024

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR 
NOMOR 292-7/2024



PBNJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 8 TAHUN 2024 

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4) mengamanahkan bahwa 
Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun. Peraturan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berisi tentang rencana 
keuangan Pemerintah Daerah untuk satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen penting 
dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang memiliki peran krusial 
dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat 
lokal. Sebagai panduan utama dalam alokasi sumber daya keuangan, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah tidak hanya memastikan pengelolaan 
keuangan yang efektif dan efisien, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas layanan publik. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memungkinkan Pemerintah Daerah 
untuk merencanakan penggunaan dana secara strategis, dengan 
mengutamakan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan 
berbagai sektor kunci lainnya yang berdampak langsung terhadap 
kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.



Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 8


